BUPATI SIAK 


PROVINSI RIAU 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK 
NOMOR 17 TAHUN 2016 

TENTANG 


PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 21 TAHUN 
PERUBAHAN AJ RETRIBUSI PA r K IR DI TEPI JALAN UMUM 


DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA 


BUPATI SIAK, 

bahwa dengan perubahan kondisi perekonomian di Kabupaten Siak 
vane berdampak pada kepadatan lalulintas di mas jalan tertentu, 
agar terwujud ketertiban dan kelancaran arus lalulintas serta 
perlindungan hukum bagi masyarakat, maka perlu dilakukan 
penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur parkir di tepi jalan 

umum; 

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, sudah tidak sesuai lagi 
dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kebutuhan saat mi, 
sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu di ubah, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum; 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), 

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan 
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, 
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 


Menimbang: a. 

b. 

c. 

Mengingat: 1. 

2 . 




BUPATI SIAK 


PROVINSI RIAU 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK 
NOMOR 17 TAHUN 2016 

TENTANG 


PERUBAHAN AT AS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 21 TAHUN 
2011 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM 


DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA 


Menimbang: 


Mengingat: 


BUPATI SIAK, 

a. bahwa dengan perubahan kondisi perekonomian di Kabupaten Siak 
yang berdampak pada kepadatan lalulintas di mas jalan tertentu, 
agar terwujud ketertiban dan kelancaran arus lalulintas serta 
perlindungan hukum bagi masyarakat, maka perlu dilakukan 
penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur parkir di tepi jalan 
umum; 

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, sudah tidak sesuai lagi 
dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kebutuhan saat ini, 
sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu di ubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum; 

1 • Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan 
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, 
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 



5 . 


6 . 


8 . 


Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ’ 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pem enntahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 , 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluAintas dan 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5052); 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049); 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republi 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 

11 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2161); 


9. 


Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK 

Dan 


BUPATI SIAK 


MEMUTUSAN: 


Menetapkan : 


PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG 
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM. 


Pasal I 


Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 
2011 Nomor 21) diubah sebagai berikut: 


1. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhannya 
berbunyi sebagai berikut: 



Pasal 9 


(1) 


(2) Tarif retribusi parkir bagi setiap kendaraan menggunakan jasa parkir d' p‘ j 
umum ditetapkan setiap kali parkir sebagai benkut: 


No 

Retribusi 

Tarif 

IN U 

1 

2 

- - --- 

Rp. 2.000,- 

SGpCQo. IIlULUi --- 

mobil penumpang - 

Rp. 3.000,- 

3 

mobil bus kecil- 

Rp. 5.000,- 

A 

mnbil bus sedans 

Rp. 5.000,- 

i 

mnhil bus besar - 

Rp. 10.000,- 

vJ 

6 

7 

Ur\t*nrm T'M C'ViT 1 113 

Rp. 5.000,- 

moon Durai lg -- 

mnhil ha rang sedans (sumbu dua) 

Rp. 5.000,- 

8 

mnhil harang besar (sumbu dua)_ 

Rp. 10.000,- 

o 

Q 

mobil barang besar (sumbu tiga atau lebih)- 

Rp. 10.000,- 

1 0 

kereta temnelan 

Rp. 3.000,- 

X V 

11 

kereta gandengan 

Rp. 3.000,- 


(3) Tarif retribusi parkir kawasan khusus ditepi jalan umum ditetapkan setiap 
parkir sebagai berikut: 


No 

Obiek Retribusi 

Tarif 


Rp. 2. 000,- 

1 

sepeda motor ___ 

X 

o 

mnhil nenumpang - 

Rp. 3.000,- 

Zi 

3 

mobil bus kecil__ 

Rp. 5.000,- 

vJ 

4 

mobil bus sedang-- 

Rp. 5.000,- 

T 

5 

mobil bus besar __ 

Rp. 10.000,- 


mobil barang pick up - 

Rp. 5.000,- 

vJ 

7 

8 

mnhil haranp sedang (sumbu dua) 

Rp. 5.000,- 

mobil barang besar (sumbu dua)_ 

Rp. 10.000,- 

9 

mobil barang besar (sumbu tiga atau lebih) 

Rp. 10.000,- 


(4) Tarif retribusi parkir insidentil ditepi jalan umum ditetapkan setiap kali parkir 
ditetapkan sebagai berikut: 


No 

Obiek Retribusi 

Tarif 

I 

sepeda motor - 

Rp. 1.000,- 

X 

2 

mobil penumpang 

Rp. 2.000,- 

3 

mobil bus kecil - 

Rp. 2.000,- 

4 

mobil bus sedang_ 

Rp. 2.500,- 

5 

mobil bus besar 

Rp. 3.000,- 

6 

mobil barang pick up 

Rp. 2.000,- 

7 

mobil barang sedang (sumbu dua) 

Rp. 4.000,- 

8 

mobil barang besar (sumbu dua) 

Rp. 4.000,- 

9 

mobil barang besar (sumbu tiga atau lebih) 

Rp. 4.000,- 


2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi 
sebagai berikut: 


Pasal 10 

(1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang beroperasi dalam wilayah Kabupaten 
Siak dan dapat membayar retribusi parkir berlangganan pada saat uji kendaraan 
dengan masa berlaku 6 (enam) bulan sesuai dengan masa berlaku uji secara 
periode, dan ditandai dengan stiker bebas parkir. 




















































































































































|2>Tarif retribusi parkir bagi setiap kendaraan yang menggunakanjasa parkir di tepi 
P) X umum ditetapkan setiap 6 (enam) bulan sekal. sebagai benkut. 


No 


Objek Retribusi 


mobil penumpang umum (op l et.taksi dan baja j ) 


7 

8 


mobil bus kecil 


mobil bus sedang 


mobil bus besar 

mobil barang pick up 


mobil barang sedang (sumbu dua) 


mobil barang besar (sumbu dua) 


111UU11 UC v----- * - — 

mobil barang besar (sumbu tiga atau lebih)_ 


Tarif 


Rp. 15.000,- 


Rp. 15.000,- 
Rp. 20.000,- 


Rp. 30.000,- 


Rp. 15.000,- 


Rp. 30.000,- 


Rp. 30.000,- 


Rp. 30.000, 


3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 10A, sebagai 
berikut: 


Pasal 10A 


(1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 


dan Pasal 10 ayat (2), ditinjau 


(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan 
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 


(3) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai 
berikut: 


Pasal 14 

(1) Pemungutan Retribusi dapat diborongkan. 

,2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 
diper samakan. 

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal mi 
disediakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Siak. 

5. Ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 15 diubah, sehingga 
keseluruhannya berbunyi sebagai berikut: 


Pasal 15 

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) 
atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa karcis, kupon dan kartu langganan. 

(3) Tempat pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan melalui Kas Daerah Kabupaten Siak atau melalui Bendahara 
Penerimaan pada Dinas Perhubungan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala 
Daerah yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 

jam. 





































































(4) Kepala Dinas Perhubungan dapat memberikan persetujuan angsuran atau 
penundaan pembayaran retribusi dalam kurun waktu tertentu. 

(5) Permohonan angsuran dan penundaaan pembayaran retribusi disampaikan secara 
tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas 
Perhubungan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal 
penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). 

(6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya disertai 
dengan lampiran sebagai berikut: 

a. keadaan keuangan perusahaan atas dasar penilaian instansi atau lembaga yang 
berwenang; dan 

b. besarnya retribusi yang terhutang. 

(7) Kepala Dinas Perhubungan dapat memberikan persetujuan paling lama 2 (dua) 
bulan sejak menerima permohonan surat yang dimaksud dengan ketentuan: 

a. angsuran pembayaran retribusi dilakukan maksimal 2 (dua) bulan sejak 
dikeluarkan persetujuan; dan 

b. penundaan pembayaran retribusi dilakukan maksimal 2 (dua) bulan sejak 
dikeluarkan persetujuan. 

(8) Apabila lewat waktu 2 (dua) bulan, Kepala Dinas Perhubungan tidak memberi 
keputusan, permohonan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan. 


Pasal II 


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak. 


Ditetapkan di Siak Sri Indrapura 




SYAMSUAR 




Diundangkan di Siak Sri Indrapura 
pada tanggal 30 Desember 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK, 

Drs. H. T.JjfllAMZAH 

PembinaJHrc^ma Madya 
NIP. 19€®0125 198903 1 004 


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 17 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK : 7.145.B/2016 





(4) Kepala Dinas Perhubungan dapat memberikan persetujuan angsuran atau 
penundaan pembayaran retribusi dalam kurun waktu tertentu. 

(5) Permohonan angsuran dan penundaaan pembayaran retribusi disampaikan secara 
tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas 
Perhubungan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal 
penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). 

(6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya disertai 

dengan lampiran sebagai berikut: ... . 

a. keadaan keuangan perusahaan atas dasar penilaian instansi atau lembaga yang 
berwenang; dan 

b. besarnya retribusi yang terhutang. 

(7) Kepala Dinas Perhubungan dapat memberikan persetujuan paling lama 2 (dua) 
bulan sejak menerima permohonan surat yang dimaksud dengan ketentuan. 

a. angsuran pembayaran retribusi dilakukan maksimal 2 (dua) bulan sejak 
dikeluarkan persetujuan; dan 

b. penundaan pembayaran retribusi dilakukan maksimal 2 (dua) bulan seja 
dikeluarkan persetujuan. 

(8) Apabila lewat waktu 2 (dua) bulan, Kepala Dinas Perhubungan tidak memben 
keputusan, permohonan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan. 


Pasal II 


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak. 


Ditetapkan di Siak Sri Indrapura 
pada tanggal 30 Desember 2016 

BUPATI SIAK, 



SYAMSUAR 


Diundangkan di Siak Sri Indrapura 
pada tanggal 30 Desember 2016 


SEKRET H KABUPATEN SIAK, 


Drs. H. 1 I 

Pembina pa 

NIP. 196 03 1 004 



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 17 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK : 7.145.B/2016 




